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PERATURAN WALIKOTA PE BARU

NOMOR 48 TAHUN 2072
TENTANG I

PEKANBARU INVESTMENT qEN TRE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

< a.

1.

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam T a meningkatkan
pelayanan kepada para investor dan
kemudahan berusaha serta peningkatan
realisasi investasi di Kota Pekanbaru perlu
menyediakan tempa yang berisikan
informasi yang dibutuhkan oleh pelaku
usaha atau investo sebelum maupun
sesudah berinvestasi; |

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peratur Walikota tentang

Pekanbaru Investment 'Centre;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Ipinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

|
|

Nomor 19);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yar?g Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepoﬂ:isme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Neéara Republik Indonesia
Nomor 3851); |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Mofhal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Neéara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahﬂun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Ne#ara Republik Indonesia
Nomor 5038); ‘

Undang-Undang Nomor %3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 “Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Repub]ilL Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Ked\La Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neg#atra Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor Si, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor '11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Nkegara Republik Indonesia
Nomor 245 Tahun 202b Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesxiii Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah l’iomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pel“Lya_nan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonjsia Tahun 2012 Nomor

215, Tambahan Lembaran Negara Republik



10.

1l

12,

13.

14.

Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah I\iomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lemba‘ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 |Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara RepubliiJ

Peraturan Pemerintah ﬁomor 6 Tahun 2021

{ Indonesia Nomor 6617);

tentang Penyelenggaraan @ Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negaq!ra Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16% Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomorn 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelaiyanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indone Iia Tahun 2021 Nomor
2201 T

Peraturan Menteri Dalam 1F\legeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggeiraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (E*erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Noﬁnor 1956);

Peraturan Daerah Kota quanbaru Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembe&tukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kotﬂ Pekanbaru (Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran E;?aerah Kota Pekanbaru
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahaq‘ Atas Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor ]‘ 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunfn Perangkat Daerah Kota
Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 5);,

Peraturan Daerah Kota PFkanbaru Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penyelenggbram Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran iDaerah Kota Pekanbaru

Tahun 2017 Nomor 9, ngnbahan Lembaran Daerah
|
|



Menetapkan

15.

16.

Kota Pekanbaru Nomor 9); \

Peraturan Walikota P#&kanbaru Nomor 13
Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kodta Pekanbaru Tahun
2015-2025 (Berita DaTrah Kota Pekanbaru
Tahun 2015 Nomor 13)

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun
2021 tentang Kedudukaj';, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2021|; Nomor 169);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN ~WALIKOTA TENTANG PEKANBARU
INVESTMENT CENTRE. |

|
BAB

KETENTUAN UMUM
|

Pasal 41

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

|
2.

Daerah adalah Kota Pekanbaru.
Pemerintah  Daerah at%alah Pemerintah  Kota
Pekanbaru. |

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
Sekretaris Daerah adala.li Sekretaris Daerah Kota
Pekanbaru.
Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya
disebut Perangkat Daer: adalah Unsur Pembantu
Walikota dan DPRD dalaxJP penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadii kewenangan Daerah.



10.

(2)

\

|
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Pekanbaru. |
Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Pekanbaru. \
Sekretaris Dinas adalah Seld!'etaris DPMPTSP.
Mal Pelayanan Publik ad lah suatu kegiatan atau
aktivitas kegiatan penyelenégaraan pelayanan publik
atas barang, jasa dan/ atap pelayanan administrasi
dengan mengintegrasikan si|stem pelayanan publik dan
merupakan perluasan fungfi pelayanan terpadu yang
diberikan oleh pemerinta-b, baik Pusat maupun
Daerah dimana pelayanan| satu sama lain terdapat
keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu
yang dikombinasikan deIgan kegiatan jasa dan
ekonomi lainnya. |
Pekanbaru Investment Centre selanjutnya disingkat
PIC adalah tempat yang mtnyediakan informasi yang
dibutuhkan oleh Pelaku Usﬁaha atau Investor sebelum
maupun sesudah berinvest%'si di Kota Pekanbaru.
|
Pasal 2
PIC dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada investcmr sehingga meningkatkan
realisasi investasi. “
Tujuan PIC adalah: |
a. memfasilitasi promosi dan peluang
investasi yang aka&n dipromosikan bagi
dunia usaha dalam r?egeﬂ dan luar negeri;
b. menyebarluaskan ' data / informasi,
regulasi, dan potensii investasi;
c. memfasilitasi perma%a.lahan investor dalam
merealisasikan investasi di Daerah; dan
d. memfasilitasi investor yang akan menjalin

kerja sama dengan dunia usaha.

‘ 5




Pasal 3
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini
meliputi: |
a. penetapan lokasi;
b. sumber daya manusia;
c. pelaksanaan;
d. pembiayaan; dan

|

e. monitoring dan evaluasi.

|
‘)

BAB IT
PENETAPAN Iﬁ,OKASI

Pasal‘#
Lokasi PIC berada di Mal \5 Pelayanan Publik Kota
Pekanbaru.
|
BAB Hi
SUMBER DAYA hMANUSIA

h
“

Pasal 5
Sumber daya manusia dalam p?nyelenggaraan PIC terdiri
dari Aparatur Sipil Negara padI DPMPTSP dan Aparatur

Sipil Negara pada Perangkat Daerah terkait.
|

BAB I\&
PELAKSANAAN

‘

Pasal q;

(1) PIC diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagai pengendali
manajemen. w‘

(2) Dalam melakukan pengenhahan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), K#pala DPMPTSP menyusun
Standar Operasional P#osedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perum?ang—undangan.

(3) DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).




BAB
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Biaya pelaksanaan PIC dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peratur!fan perundang-undangan.
|
BAB
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal
(1) Monitoring dan evaluasi |rhadap pelaksanaan PIC
dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.
(2) Pelaksanaan monitoring d?n evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di!llaporkan kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah. |




\
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 APRIL 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

\

[

-
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

[ s
MUHAMMAD jA'MIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 33




